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MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ingat

Berjuang dan berkerja keras selagi jiwamu muda

Dan ingatlah

Tidak ada kesuksesan tanpa malalui kesungguhan dalam meraih suatu

keberhasilan

Serta yakin bahwa hasil yang kita peroleh akan bermanfaat di hari tua
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ABSTRAK

Aris Sutiono

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KETERLAMBATAN PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN

BERMOTOR (TNKB) DI TINJAU DARI PASAL 4 HURUF (H) UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN DI PANGKALPINANG

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku usaha, konsumen

Pelaku usaha adalah orang atau perorangan yang memiliki usaha baik di
bidang penjualan barang maupun jasa. Penjualan kendaraan bermotor dilakukan
oleh badan usaha yang sering disebut dengan dealer dan terkait  semua kebutuhan
konsumen menjadi tanggungjawab pihak dealer baik itu barang maupun jasa
sehingga ketika ada hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi maka konsumen dapat
meminta kompensasi atau ganti rugi. Tujuan penelitian untuk mengetahui
tanggungjawab pelaku usaha atau instansi terkait dan untuk mengetahui akibat
hukum yang timbul dari permasalahan keterlambatan pendistribusian TNKB.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris sedangkan
metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus. Hasil
penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu berkoordinasi
dengan pihak SAMSAT dan memberikan surat rekomendasi sebagai bukti bahwa
TNKB sedang diproses dan jika memang terbukti pelaku usaha sengaja atau lalai
sehingga mengakibatkan kerugian maka pelaku usaha harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa pelaku usaha melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat
waktu sehingga akibat hukum yang timbul pelaku usaha dapat dituntut sesuai
dengan kerugian yang dialami konsumen. Pelaku usaha dapat dilaporkan ke
yayasan yang memiliki hak dalam menangani kasus perlindungan konsumen dan
ketika yang melakukan kesalahan adalah pihak SAMSAT maka pelaku usaha
beserta konsumen dapat melaporkannya kepada Ombudsman yang menangani
masalah Maladministrasi.
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ABSTRACT

Aris Sutiono

ACTORS OF LIABILITY FOR DELAY PUBLISHING BUSINESS NUMBER
SIGN OF MOTOR VEHICLES (TNKB) ON REVIEW OF ARTICLE 4

LETTERS (H) LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER
PROTECTION IN PANGKALPINANG

Thesis, Faculty of Law, 2017

Keywords: Accountability, business agent, consumers

Business actors are people or individuals who have good business in selling
goods or services. Sales of vehicles made by a legal entity which is often called
the dealer and related all consumer needs is the responsibility of the dealer both
goods and services, so that when there is the right of consumers that have been
regulated in Law No. 8 on Consumer Protection is not met, then the consumer can
ask for compensation or compensation. The aim of research to determine the
responsibility of business operators or other related agencies and to determine
the legal consequences arising from the delay in the distribution TNKB problems.
This type of research is empirical juridical whereas the method used in the study
is a case approach. The results showed that the perpetrators attempt to
coordinate with the SAMSAT and provide a recommendation letter as evidence
that TNKB being processed and if it is proven businesses intentionally or
negligently causing losses so businesses must account for his actions. The results
also showed that businesses that are in default but not timely execute legal
consequences arising so that businesses can be prosecuted in accordance with the
losses experienced by consumers. Entrepreneurs may be reported to the
foundation which has the right to handle the case of consumer protection and
when that making mistakes is part SAMSAT then businesses and their consumers
can report to the Ombudsman that deal with maladministration
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